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80 Tahun Kemerdekaan:
Sudahkah Tata Ruang Indonesia Inklusif dan

Berkeadilan?
[ Penulis: Addam Madigliani Prana, ST., MT., MSc., PhD." ]
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Pendahuluan

Pada 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan, menandai berakhirnya era
kolonial. Jika pada masa kolonial pembangunan hanya mengakomodasi kepentingan elit tertentu,
pembangunan pasca kemerdekaan seharusnya lebih inklusif dan berkeadilan. Artikel ini mengkaji sejauh
mana perencanaan wilayah dan kota dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan
di Indonesia.

Analisis dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tata ruang
berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Kebijakan tata ruang juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan,
dan berkeadilan, terutama di tengah laju urbanisasi yang semakin pesat. Kementerian ATR/BPN sendiri
menekankan pentingnya tata ruang sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui mitigasi risiko
bencana, kolaborasi lintas sektor, penegakan hukum, serta pemberdayaan pemerintah daerah.

Pendekatan perencanaan tata ruang yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem regulasi atau
regulatory planning. Model pendekatan ini berasal dari Amerika Serikat dan Eropa pada awal abad ke-
20,dan kemudian diadopsi juga di beberapa negara berkembang (Purwanto et al., 2017). Regulatory
planning mengedepankan rencana penggunaan lahan terperinci untuk 20 tahun ke depan, dan hingga
kini masih menjadi pendekatan dominan di berbagai negara berkembang. Sistem regulasi ini, yang juga
dikenal sebagai perencanaan rasional,merupakan warisan dari era kolonial dan berfungsi untuk mengatur
penggunaan lahan sesuai dengan rencana induk (masterplan). Penyimpangan dari rencana induk hanya
diperbolehkan apabila sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rencana induk tersebut mencerminkan
pemikiran urban Eurocentric, yang lebih fokus pada penghapusan permukiman informal, ruang terbuka
hijau, dan bangunan vertikal (Watson, 2009b).

Di Indonesia, sistem perencanaan telah berkembang sejak era kolonial pada awal abad ke-20, dengan
fokus yang berbeda dari setiap rezim pemerintahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU
No.26/2007)yang mengatur perencanaan spasial, 3 (tiga) kebijakan perencanaan sebelumnya diterapkan
oleh rezim-rezim berbeda. Pemerintah kolonial Belanda pada 1926 fokus pada pengembangan industri,
rezim pasca-kolonial 1948 menitikberatkan perbaikan permukiman di Jawa, dan Orde Baru 1992
memperluas cakupan perencanaan ke luar Jawa (Tabel 1).

1. Perencana Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
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[ TABEL 1| EVOLUSI SISTEM PERENCANAAN RUANG INDONESIA |
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luar Jawa
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262007 pemanfaatan lahan yang dapat terjadi di | Indanesia 2007
daerah perkotaan dan pedesaan,
Tarmasuk paramahan, kemsreal, industi,
pertanian, dan hutan

Sistem perencanaan terbaru di Indonesia, sesuai dengan UU No. 26/2007, mengadopsi filosofi
pengelolaan lahan dari Amerika Utara dengan zonasi ketat dan kode untuk mengendalikan pertumbuhan
(Hudalah & Woltjer, 2007). Undang-Undang ini mendefinisikan perencanaan spasial sebagai pola dan
struktur spasial, di mana pola spasial mengatur alokasi ruang untuk konservasi dan budidaya, sementara
struktur spasial mencakup pusat pemukiman dan jaringan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial
dan ekonomi.

Sistem perencanaan regulasi/rasional mungkin tidak efektif dalam menangani masalah perkotaan di
negara berkembang, seperti lingkungan tidak sehat dan bangunan berkualitas rendah. Pendekatan top-
downini mengasumsikan bahwa perencana tahu segalanya, tanpa memberi kesempatan bagi masyarakat
untuk menentukan perkembangan habitat mereka (Purwanto et al., 2017). Beberapa ilmuwan (Fekade,
2000; Todes, 2012; van der Molen, 2015; Watson, 2009b) berpendapat bahwa metode perencanaan
konvensional di negara berkembang, yang didorong oleh ahli dan bersifat top-down, tidak mendukung
mata pencaharian berkelanjutan dan tidak dapat mengatasi perubahan sosial dan ekonomi serta
pertumbuhan populasi. Penerapan perencanaan induk dengan regulasi dan pengendalian penggunaan
lahan justru memperburuk masalah perkotaan dan gagal mengatasi isu-isu seperti fragmentasi spasial,
informalitas, urbanisasi cepat, ketimpangan, dan kemiskinan (e.g. Fekade, 2000; Todes, 2012; van der
Molen, 2015; Watson, 2009b).

Sistem perencanaan regulasi di negara berkembang mungkin tidak efektif dalam mengatasi masalah
perkotaan. Watson (2009b) berpendapat bahwa perencanaan regulasi, yang diimpor dari Barat, tidak
dirancang untuk menangani isu khas negara berkembang seperti pertumbuhan populasi cepat,
kemiskinan, dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, rencana induk dari era kolonial sering diterapkan
kembali tanpa mempertimbangkan masalah kota kontemporer. Sistem zonasi, yang diwarisi dari
kolonialisme, mempromosikan cita-cita perkotaan Eurocentric dan mendukung segmen masyarakat
berpendapatan menengah hingga tinggi, sementara menghalangi komunitas berpendapatan rendah.
Pendekatan ini menyebabkan hukum perkotaan yang elit, memaksa warga berpendapatan rendah untuk
hidup diluar hukum (see: Hall, 1988; Lategan & Cilliers, 2017; Watson, 2009a). Banyak kota di Asia, Afrika,
dan Amerika Latin, yang mewarisi sistem kolonial, memiliki peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
mayoritas penduduk (Devas, 2001).

|deal Eurocentric dalam perencanaan menyebabkan pelabelan lingkungan binaan modern sebagai
formal dan yang tidak memenuhi kriteria sebagai informal (Kamete, 2013). Informal dianggap ilegal,
kacau, dan kumuh oleh pemerintah (Revell, 2010). Meskipun era pasca-kolonial seharusnya menggantikan
pendekatan formal/informal, banyak pemerintah pasca-kolonial tetap mempertahankan pendekatan ini,
bahkan menciptakan sistem perencanaan yang lebih kaku daripada masa kolonial (Njoh, 2017). Beberapa

pejabat di negara berkembang menganggap 'pembangunan’ sebagai urbanisasi dan industrialisasi,

serta mengecualikan pengetahuan adat, dengan pembangunan ala Barat dianggap sebagai tujuan
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akhir (Liu et al., 2020).

Di Indonesia, permukiman kampung sering dianggap kumuh karena tidak memenuhi standar
lingkungan binaan barat, seperti lebar jalan yang tidak bisa dilalui mobil atau pemukiman di atas air
atau sempadan sungai. Padahal, hal ini bisa mencerminkan kearifan lokal yang sesuai dengan tantangan
lingkungan tropis. Contohnya, rumah panggung melindungi dari banjir, sementara rumah bergaya barat
terbuat dari bata dan menapak di tanah justru terendam genangan air. Permukiman kampung di sempadan
sungai sering dilabeli ilegal karena bertentangan dengan rencana tata ruang yang mengharuskan area
tersebut steril dari permukiman. Akibatnya, proyek infrastruktur pemerintah tidak dapat dibangun di
kawasan kampung dan memperburuk kondisi lingkungan yang dihuni masyarakat marjinal. Hal ini
mencerminkan bagaimana kebijakan tata ruang dan pembangunan masih dipengaruhi oleh standar
kolonial yang belum tentu sejalan dengan kearifan lokal Indonesia.

Alternatif Kebijakan

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengatasi ketidakefektifan perencanaan regulasi di
negara berkembang. Menurut Lategan and Cilliers (2017), ide-ide perencanaan perkotaan yang diwariskan
dari era kolonial, seperti Eurocentrism dan dikotomi formal-informal, perlu disesuaikan dengan konteks
negara berkembang. Koizumi (2009) berpendapat bahwa keterbatasan metodologi perencanaan rasional
seperti regulatory planning menyebabkan transformasi dalam teori perencanaan. Konsep perencanaan
alternatif, seperti perencanaan advokasi atau advocacy planning yang mendorong perencana untuk
mengadvokasi berbagai kepentingan, serta perencanaan transaksional dan negosiasi yang menekankan
dialog politik, telah muncul untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas (Koizumi, 2009, p. 8).

Rekomendasi Kebijakan

Van der Molen (2015) mengusulkan sistem perencanaan spasial baru untuk mengelola permukiman
informal, seperti perencanaan spasial strategis atau strategic planning yang mengembangkan inovasi
perencanaan. Perencanaan ini menggantikan pendekatan konvensional yang bergantung pada rencana
induk untuk penggunaan lahan. Healey (1997) menyatakan bahwa perencanaan spasial strategis
melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan rencana untuk menghasilkan strategi pengelolaan
perubahan spasial yang lebih baik. Strategic planning tidak memaksakan penetapan masterplan berumur
puluhan tahun yang wajib diikuti namun sangat sulit direalisasikan sesuai rencana. Rencana dapat dibuat
hanya ketika proyek pembangunan pada suatu lokasi akan dilakukan dan partisipasi kolaboratif masyarakat
yang menempati lokasi pembangunan menjadi prasyarat utama untuk membentuk rencana tersebut.
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SALAM HANGAT UNTUK PEMBACA BUTARU

PUJI syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya,
Buletin Penataan Ruang (BUTARU) kembali hadir di tahun 2025 sebagai media informasi sekaligus
refleksi atas dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.
Penyusunan buletin ini didasarkan pada data dan kajian aktual, serta kontribusi pemikiran dari para
penulis yang kompeten dan berdedikasi di bidangnya.

Edisi kali ini mengangkat tema “ Gender & Spatial Justice: Wujudkan Ruang Inklusif dan Berkeadilan
untuk Semua” sebagai isu strategis menuju Indonesia Emas 2045. Tata ruang bukan sekadar instrumen
teknis dalam mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga berperan penting dalam memastikan distribusi
yang adil, akses setara terhadap layanan dasar, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Secara
global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)
dan Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), mendorong lahirnya desain kota yang lebih
responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan (mulai dari anak-anak, perempuan, lansia, penyandang
disabilitas, masyarakat miskin, hingga kelompok minoritas) yang harapannya dapat meningkatkan
kualitas hidup dan memperkuat partisipasi sosial seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, prinsip keadilan spasial berbasis gender mulai diintegrasikan dalam berbagai
dokumen perencanaan, termasuk RPJPN 2025-2045 yang menegaskan pentingnya pengarusutamaan
gender dan inklusi sosial untuk mewujudkan prinsip No One Left Behind. Namun, implementasinya
masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan data, minimnya integrasi dalam
kebijakan spasial, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal.

Pada BUTARU Edisi Il ini, pembaca akan menemukan berbagai rubrik menarik seperti Dialog
Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang membahas wacana serta informasi terkait tema. Selain
itu, rubrik Sekilas Info, Wacana, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang, Jurnal Taru, dan Opini akan
menyajikan topik-topik beragam yang tetap relevan dengan isu strategis pembangunan nasional,
khususnya bidang penataan ruang.

Melalui rubrik Dialog Tokoh, tim redaksi menghadirkan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., selaku
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama Prof. Inés Sanchez de
Madariaga, Profesor Perencanaan Kota di Universidad Politécnica de Madrid sekaligus UNESCO Chair
on Gender Equality Policies in Science, Technology, and Innovation. Keduanya berbagi pandangan
mendalam mengenai pentingnya perencanaan tata ruang yang berkeadilan gender dan inklusif dalam
pembangunan nasional. Selain itu, sejumlah public figure dan komunitas juga turut memberikan
wawasan dan harapan terkait penerapan prinsip gender and spatial justice di Indonesia.

°
Akhir Kata "Selamat Membaca!”

SALAM REDAKSI
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Dialog Tokoh

Menata Ruang, Meningkatkan Kualitas Hidup:

Mewujudkan Kota Sehat,Bahagia, Setara, dan Tangguh untuk Semua
PROF. DR. PRATIKNO, M.SOC.SC.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

12 Keadilan Spasial Berperspektif Gender:

Merancang Kota untuk Semua
PROF. INES SANCHEZ DE MADARIAGA
PROFESSOR OF URBAN PLANNING, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID AND UNESCO CHAIR ON GENDER

Topik Utama

Rencana Tata Ruang Wilayah:
1 Menciptakan Ruang yang Berkeadilan Untuk Semua
Toni Rusmarsidik

Penertiban Pemanfaatan Ruang untuk Mewujudkan Keadilan Spasial di Indonesia
Aristiyono Devri Nuryanto, Alim Fahmi Romadhon, dan Sukma Aditya

Atlas Taktual:
Mewujudkan Inklusivitas Spasial Bagi Semua Kelompok Masyarakat

Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan
Informasi Geospasial

Profil Wilayah
Urbanisasi Tanpa Diskriminasi:
Merajut Kota Inklusif Menuju 100 Tahun Indonesia
Sri Damar Agustina, Dwi Hardiyanto, dan Dandy Muhamad Fadilah
Sekilas Info
4 6 Kebijakan dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang Pro-Kelompok Rentan

Gandiwa Yudhistira

80 Tahun Kemerdekaan:
Sudahkah Tata Ruang Indonesia Inklusif dan Berkeadilan?
Adam Madigliani Prana
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53 Planning Charrette dan Upaya Mewujudkan Spatial Justice dalam Proses Perencanaan

Kota (Studi Kasus Cibinong Raya, Bogor)
Salma Az-Zahroh dan Shofi Shibghatillah Shulhiddar

Studi Kasus: Kab. Nganjuk, Jawa Timur)

58 Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Spatial Justice
Donna Savitri, Dyah Lestari Agrarini, dan Irma Handayani

L] L]
Liputan Kegiatan
Kementerian ATR/BPN  Dorong Kementerian ATR/BPN Gelar
Keterpaduan Penataan Ruang 7 Upacara HUT ke-80 Rl dengan
dalam Mendukung Investasi untuk Khidmat
Pengembangan Infrastruktur TIM PUBLIKASI DITJEN TATA RUANG

TIM PUBLIKASI DITJEN TATA RUANG
Dirjen Tata Ruang:

Integrasi RTRL dalam RTRWN: 71 Mahasiswa Melek Teknologi, Kunci
Langkah Nyata Perwujudan Sukses Penataan Ruang Masa
Ekonomi Biru Depan

TIM PUBLIKASI DITJEN TATA RUANG TIM PUBLIKASI DITJEN TATA RUANG

Forum Koordinasi Info & Data
68 Pembangunan Wilayah Status Penyelesaian Rencana
Penataan Ruang Pulau Tata Ruang Daerah
Sulawesi: 29 AGUSTUS 2025
Menteri ATR/BPN dan Menko
AHY Dorong Revisi RTRW Potret Ruang
dan Percepatan RDTR Untuk
| ) Photographer
Sulawesi RISMA VERONICA SAHARA
TIM PUBLIKASI DITJEN TATA RUANG BISMA PUTRA KAMARA
AKIM MUFADHDHAL
@DNZMHD

DANDY MUHAMAD FADILAH

Pojok Ruang

Pemberdayaan Perempuan dalam Perencanaan Tata Guna Lahan
Partisipatif Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi
B. Sarmauli Pangaribuan

Menegakkan Keadilan Ruang:
Belajar dari Penertiban Pemanfaatan Ruang di Danau Ranau
Pipit Ardhi Putri

Jurnal Taru

TOD Dukuh Atas:
Menuju Akses Transportasi yang Aman dan Inklusif

Roby Dwiputra dan Anggoro Nosa Adriansa

Mewujudkan Ruang Inklusif yang Tanggap Bencana bagi Masyarakat dengan
Disabilitas dalam Rencana Detail Tata Ruang
Nana Sebastian

Opini

9 o Gender & Spatial Justice
Setia Adi Purwanta

Okky Madasari
Frisca Hutagalung

BULETIN PENATAAN RUANG Edisi Il (Mei - Agustus 2025) [ |



